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MUHAMMAD ALIF PUTRA (B11110379). Tinjauan Kriminologis 
Terhadap Kejahatan Penganiayaan yang Dilakukan oleh Anak 
terhadap Anak  di Kota Makassar (Studi Kasus Tahun 2011-2014) 
dibimbing oleh M. Said Karim dan Dara Indrawati 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor apakah 
yang menyebabkan kejahatan penganiayaan oleh anak terhadap anak di 
Kota Makassar dan upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat 
kepolisian terhadap kejahatan penganiayaan oleh anak terhadap anak 
Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Resor Kota Besar Makassar 
Timur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
lapangan dimana pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan 
tetap memperhatikan buku-buku dan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif 
dan disajikan secara deskriptif. 
Hasil penelitian ini menunjukkan: 1). Bahwa terdapat empat faktor yang 
mempengaruhi terjadinya penganiayaan oleh anak terhadap anak di kota 
Makassar. Adapun keempat faktor tersebut ialah faktor mental, faktor 
orangtua, faktor ekonomi, dan faktor lingkungan,2). Bahwa dalam  
penyelesaian kejahatan penganiayaan oleh anak terhadap anak yang ada 
di Kota Makassar yaitu dengan cara penyelesaian penal atau melaui 
hukuman penjara dan melalui non penal serta nir penal yaitu melalui 
mediasi dan pendidikan kepada anak tersebut. Disarankan agar : 1). Agar 
kiranya pihak orangtua memberikan pendidikan keteladanan sejak dari 
rumah tangga sebagai entitas sosial terkecil. Pendidikan keteladanan 
bukanlah sekadar  memberi contoh yang baik, tetapi menjadi contoh yang 
baik itu sendiri. 2) Agar kiranya pihak kepolisian, khususnya unit yang 
menangani kasus kejahatan yang dilakukan oleh anak untuk makin 
meningkatkan berbagai cara penyelesaian kejahatan dari yang sudah 
dilakukan sebelumnya, baik itu jalur penal maupun jalur non penal. 
 














MUHAMMAD ALIF PUTRA (B11110379). Review criminological 
Persecution Against Crime Performed by Children against Children 
in Makassar (Case Study Years 2011-2014) supervised by M. Said 
Karim and Dara Indrawati 
 
This study aimed to analyze the factors are that cause crime of 
persecution by children against children in the city of Makassar and 
prevention efforts conducted by the police to the crime of persecution by 
children against children 
 
This research was conducted in Makassar City Police Big East. The 
method used in this research is the field where data collection is by 
interview and still noticed the books and the legislation in force. Data 
obtained were then analyzed qualitatively and presented in descriptive 
 
The results indicate: 1). That there are four factors that influence 
the occurrence of persecution by children against children in the city of 
Makassar. The four factors are mental factors, parental factors, economic 
factors, and environmental factors, 2). That the completion of the crime of 
persecution by children against children in the city of Makassar is by way 
of penal settlement or through the imprisonment and through non-penal 
and non penal that through mediation and education to the child. It is 
recommended that: 1). Presumably so that the parents give role models 
education since the household as the smallest social entity. Exemplary 
education is not just set a good example, but being a good example itself. 
2) In order presumably the police, particularly the unit that handles cases 
of crimes committed by children to further increase the variety of ways 
completion of the crime that has been done before, whether penal or non 
penal. 
 












Segala puji bagi Allah SWT. Tuhan semesta alam yang selalu 
melimpahkan nikmat, rahmat, dan hidayah-NYA kepada kita semua. 
Shalawat dan taslim tak lupa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah 
Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam. 
Suatu kebahagiaan tersendiri bagi penulis dengan selesainya tugas 
akhir ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di 
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Namun keberhasilan ini tidak 
Penulis dapatkan dengan sendirinya, karena keberhasilan ini merupakan 
hasil dari beberapa pihak yang tidak ada hentinya menyemangati Penulis 
dalam menyelesaikan kuliah dan tugas akhir ini. 
Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih 
kepada pihak yang telah mendampingi Penulis, sehingga penulis dapat 
menyelesaikan tugas akhir ini sesuai dengan waktu yang telah 
ditargetkan. Terkhusus kepada Ayahanda Almarhum Drs. Mursali, D.M. 
dan Ibunda Dra. Rosany Tayeb. M.Si., A.Pt yang telah membesarkan 
penulis dengan penuh perhatian dan kasih sayang, yang dengan sabar 
dan tabah merawat dan menjaga penulis, menasehati, dan terus 
memberikan semangat, mengajarkan hikmah kehidupan, kerja keras dan 
selalu bertawakkal serta menjaga penulis dengan do’a yang tak pernah 
putus. Beliau adalah sosok orang tua yang terbaik di dunia dan di akhirat. 
viii 
Pada akhirnya skripsi yang merupakan tugas akhir dalam 
menyelesaikan studi strata 1 ini dapat terselesaikan. Dengan segala 
keterbatasan penulis, maka terselesaikanlah skripsi dengan judul Tinjauan 
Kriminologis Terhadap Kejahatan Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh 
Anak Terhadap Anak Di Kota Makassar (Studi Kasus Tahun 2011 – 2014) 
Pada kesempatan ini, Penulis ingin menghanturkan terima kasih 
kepada pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi 
ini terutama kepada : 
1 Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA, selaku Rektor 
Universitas Hasanuddin dan jajarannya. 
2 Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. selaku Dekan 
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 
3 Bapak Prof. Dr. Ahmadi Miru S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I 
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 
4 Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar S.H., M.H. selaku Wakil Dekan 
II Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 
5 Bapak Prof. Dr. Said Karim. S.H., M.H. M.Si dan ibu Dr. Dara 
Indrawati., S.H., M.H. Selaku Pembimbing Penulis. Terima 
kasih atas bimbinganya semoga suatu saat nanti penulis dapat 
membalas jasa yang telah diberikan. Semoga ilmu yang 
diberikan dapat berberkah. 
ix 
6 Bapak Prof. Dr. Muhadar . S.H., MH., Bapak Dr. Syamsuddin 
Muchtar., S.H., M.H, Bapak H.M. Imran Arif., S.H., M.S. terima 
kasih atas kesedianya menguji penulis, dan menerima skripsi 
penulis yang masih sangat jauh dari harapan. 
7 Bapak Dr. Hamzah., S.H., M.H selaku Penasihat Akademik 
(PA) Penulis. Terima kasih atas kebaikan serta kesedianya 
setiap kali Penulis berkonsultasi akademik. 
8 Bapak/Ibu Dosen yang namanya tidak sempat disebutkan satu 
persatu, yaitu Bapak/Ibu Dosen pada bagian Hukum Pidana, 
Hukum Acara, Hukum Perdata, Hukum Internasional, Hukum 
Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, serta Hukum 
Masyarakat dan Pembangunan terima kasih atas ilmu yang 
telah diberikan kepada penulis. 
9 Terima Kasih Kepada Pegawai/ Staf Akademik Fakultas Hukum 
Universitas Hasanuddin atas bantuan dan keramahannya 
melayani segala kebutuhan Penulis selama perkuliahan hingga 
penulisan karya ini sebagai tugas akhir. 
10 Tonton, Amir, dan Wahyu, sahabat yang selalu menemani dan 
menghibur penulis dalam enyelesaikan skripsi ini 
11 Mygeng, yang juga meberikan dukungannya pada 
penyelesaian skripsi ini 
x 
Dengan segala keterbatasan dan kerendahan hati, penulis sangat 
menyadari bahwah karya ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Maka 
dari itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat Penulis 
harapkan demi kelayakan dan kesempurnaan kedepannya agar bisa 
diterima oleh semua orang yang membutuhkannya. 
 
Makassar, 1 April 2017 
 
 

















HALAMAN JUDUL ..............................................................................  i 
PENGESAHAN SKRIPSI ....................................................................  ii 
PERSETUJUAN PEMBIMBING ..........................................................   iii 
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI .................................  iv 
ABSTRAK   .........................................................................................  v 
ABSTRACT .........................................................................................  vi 
KATA PENGANTAR ...........................................................................  vii 
DAFTAR ISI  ........................................................................................  xi 
 
BAB I PENDAHULUAN ....................................................................  1  
A. Latar Belakang Masalah ....................................................  1 
B. Rumusan Masalah .............................................................  6 
C. Tujuan Penelitian  ..............................................................  7 
D. Manfaat Penelitian  ............................................................  7 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA  ...........................................................  8 
A. Kriminologi  ........................................................................  8 
1. Pengertian Kriminologi  ................................................  10 
2. Ruang Lingkup Kriminologi  ..........................................  12 
3. Pengertian Tinjauan Kriminologi ...................................  18 
B. Pengertian Kejahatan ........................................................  23 
C. Pengertian Kejahatan Penganiayaan  ................................  25 
D. Pengertian anak .................................................................    30 
E. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan  ............................  32 
F. Upaya Penanggulangan Kejahatan  ..................................  35 
xii 
BAB III METODE PENELITIAN  ..........................................................  37 
A. Lokasi Penelitian  ...............................................................  37 
B. Jenis dan Sumber Data  ....................................................  37 
C. Teknik Pengumpulan Data  ................................................  38 
D. Analisis Data  .....................................................................  38 
 
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN ..................................................  39 
A. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Kejahatan 
Penganiayaan oleh Anak terhadap Anak di kota Makassar .  39 
B. Upaya Penanggulangan yang Dilakukan oleh Aparat 
Kepolisian terhadap Kejahatan Penganiayaan  ...................  52 
BAB V PENUTUP ................................................................................  55 
A. Kesimpulan ...............................................................................  55 
B. Saran ........................................................................................  56 





A. Latar Belakang Masalah 
Anak merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru dan 
merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya 
manusia bagi pembangunan Nasional. Anak adalah aset bangsa. Masa 
depan bangsa dan Negara dimasa yang akan datang berada ditangan 
anak sekarang. Semakin baik keperibadian anak sekarang maka semakin 
baik pula kehidupan masa depan bangsa. Begitu pula sebaliknya, Apabila 
keperibadian anak tersebut buruk maka akan bobrok pula kehidupan 
bangsa yang akan datang. 
Pada umumnya orang berpendapat bahwa masa kanak-kanak 
merupakan masa yang panjang dalam rentang kehidupan. Bagi 
kehidupan anak, masa kanak-kanak seringkali dianggap tidak ada 
akhirnya, sehingga mereka tidak sabar menunggu saat yang didambakan 
yaitu pengakuan dari masyarakat bahwa mereka bukan lagi anak-anak 
tapi orang dewasa. Perkembangan usia anak yang melewati beberapa 
fase tentu harus mendapatkan perhatian dari berbagai pihak khususnya 
orang tua.  
Dalam pemaknaan yang umum mendapat perhatian tidak saja 
dalam bidang ilmu pengetahuan (the body of knowledge) tetapi dapat di 
telah dari sisi pandang sentralistis kehidupan. Misalnya agama, hukum 
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dan sosiologi menjadikan pengertian anak semakin rasional dan aktual 
dalam lingkungan sosial. Untuk meletakkan anak kedalam pengertian 
subjek hukum maka diperlukan unsur-unsur internal maupun eksternal di 
dalam ruang lingkup untuk menggolongkan status anak tersebut. Unsur-
unsur tersebut adalah unsur internal pada diri anak. Anak sebagai subjek 
Hukum dalam artian anak juga digolongkan sebagai human right yang 
terkait dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan 
dimaksud diletakkan pada anak dalam golongan orang yang belum 
dewasa, seseorang yang berada dalam perwalian, orang yang tidak 
mampu melakukan perbuatan hukum. 
Persamaan hak dan kewajiban anak, anak juga mempunyai hak 
dan kewajiban yang sama dengan orang dewasa yang diberikan oleh 
ketentuan peraturan perundang-undangan dalam melakukan perbuatan 
hukum. Hukum akan meletakkan anak dalam posisi sebagai perantara 
hukum untuk dapat disejajarkan dengan kedudukan orang dewasa atau 
untuk disebut sebagai subjek hukum unsur eksternal pada diri anak. 
Ketentuan hukum atau persamaan kedudukan dalam hukum (equality 
before the law) dapat memberikan legalitas formal terhadap anak sebagai 
seorang yang tidak mampu untuk berbuat peristiwa hukum yang 
ditentukan oleh ketentuan peraturan-peraturan hukum itu sendiri, atau 
meletakkan ketentuan hukum yang memuat perincian tentang klasifikasi 
kemampuan dan kewenangan berbuat peristiwa hukum dari anak yang 
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bersangkutan. Hak-hak privilege yang diberikan Negara atau pemerintah 
yang timbul dari UUD dan peraturan perundang-undangan. 
Untuk konteks ini yang akan penulis kaji lebih jauh adalah 
fenomena kekerasan oleh anak terhadap anak. Fenomena kekerasan 
oleh anak tentu menjadi salah satu persoalan yang sering muncul ke 
permukaan dalam kehidupan masyarakat, khususnya lingkungan sosial 
anak. Beragam bentuk kekerasan yang dilakukan oleh anak mulai dari 
kekerasan non-verbal sampai kekerasan fisik biasa terjadi, sampai 
kekerasan oleh anak yang sudah bisa dikategorikan sebagai suatu tindak 
kejahatan. 
Fitrah bahwa masalah kejahatan merupakan masalah abadi dalam 
kehidupan umat manusia, karena ia berkembang sejalan dengan 
perkembangan tingkat peradaban umat manusia. Sejarah perkembangan 
manusia sampai saat ini telah ditandai oleh berbagai usaha manusia 
untuk mempertahankan kehidupannya, dimana kekerasan sebagai suatu 
fenomena dalam usaha mencapai tujuan suatu kelompok tertentu dalam 
masyarakat atau tujuan yang bersifat perorangan, berkaitan dengan 
masalah kejahatan, maka kekerasan sering merupakan pelengkap dari 
bentuk kejahatan itu sendiri, bahkan ia telah membentuk suatu ciri 
tersendiri dalam khasanah keilmuan bahwa kejahatan tidak hanya 
dilakukan oleh orang dewasa tetapi juga oleh anak. Ironisnya karena 
kejahatan dilakukan oleh anak yang merupakan generasi penerus bangsa 
di masa mendatang kelak. 
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Maraknya perbuatan anak yang secara nyata-nyata bersifat 
“melawan hukum”, dirasakan sangat mengganggu kehidupan masyarakat. 
Akibatnya, kehidupan masyarakat menjadi resah, perasaan tidak aman 
bahkan menjadi ancaman bagi usaha mereka. Oleh karena itu perlunya 
perhatian terhadap usaha penanggulangan dan penanganannya, 
khususnya di bidang ilmu kriminologi yang merupakan ilmu bantu dalam 
hukum pidana yang mempelajari tentang sebab-sebab terjadjnya suatu 
tindak kejahatan. 
Berdasarkan penelusuran penulis kasus anak yang berhadapan 
dengan hukum semakin tahun semakin meningkat. Data (Pusdatin 
Depsos) menunjukkan bahwa dalam satu dekade terakhir sampai Tahun 
2013 jumlah anak nakal berkisar 2.208.492, sementara dari data Aparat 
Hukum sebanyak 4.500 orang, sementara untuk di Kota Makassar sendiri 
dari data Dinas Sosial Kota Makassar tahun 2013 sebanyak 815 anak, 
mulai dari anak yang terlibat kasus pencurian, penganiayaan, sampai 
anak yang terkait penyalahgunaan Narkotika dan sisanya terkait kasus-
kasus lain, sementara untuk tahun 2009 sudah mencapai 150 
permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum seperti kelalaian, 
penganiayaan, judi, dan Iain-lain.  
Maraknya kasus kekerasan terhadap anak akhir-akhir ini, membuat 
Wahana Visi (mitra World Vision Indonesia) bersama Kementrian 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, mengkampanyekan 
upaya perlindungan anak. Indonesia sendiri telah memiliki Undang- 
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Undang Perlindungan Anak nomor 23 tahun 2002. UU ini terus 
disosialisasikan oleh World Vision agar tindakan kekerasan terhadap 
anak berkurang jumlahnya. Direktur Advokasi World Vision, Laura 
Hukum, mengatakan, dari data Komisi Perlindungan Anak Indonesia 
(KPAI), memiliki data pada tahun 2013 setidaknya telah terjadi lebih dari 
3.200 kasus kekerasan pada anak Indonesia. Sementara kuartal pertama 
2014, KPAI menerima 622 laporan kekerasan kepada anak. 
Kenakalan anak ini sering dikaitkan dengan pola didik orang tua, 
tapi tidak semua kenakalan anak bersifat (patologik) sehingga 
memerlukan penanganan yang profesional, hal yang paling utama adalah 
anak tidak boleh didik dengan kekerasan, kenakalan terhadap anak 
disebabkan banyakj faktor, seperti rasa tidak aman dan tidak mendapat 
perhatian dari keluarga, pengaruh lingkungan dan narkoba. Untuk 
menangani hal tersebut peran orang tua sebagai basic home untuk anak-
anak tersebut perlu ditingkatkan.  Salah satu hal yang menarik untuk 
dikaji adalah kekerasan oleh anak terhadap anak sebab faktanya biasa 
kita jumpai beragam bentuk kekerasan oleh anak dan yang menjadi 
korbannya juga adalah anak. Hal ini tentu merupakan suatu yang menarik 
untuk ditelusuri bagaimana fenomena ini secara kriminologis bisa terjadi. 
Untuk kota Makassar salah satu kasus yang banyak menyita 
perhatian media beberapa waktu yang lalu adalah kasus kekerasan yang 
dilakukan oleh siswa Sekolah Dasar Tamalanrea V. Pengeroyokan yang 
Dilakukan terhadap anak usia SD kelas 1 oleh teman sebayanya yang 
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berujung pada hilangnya nyawa dari MS (7). Kasus ini memberikan suatu 
gambaran bagaiamana suatu penganiayaan yang dilakukan oleh anak 
terhadap anak bisa berujung pada kematian. Kasus ini sempat dilapor 
dikepolisian akan tetapi pada akhirnya kasus ini diselesaikan secara 
kekeluargaan. Di luar dari konteks tersebut, kejadian ini memberikan 
suatu kesimpulan bahwa kekerasan (penganiayaan) membutuhkan suatu 
diskursus dalam mengupayakan secara hukum bagaimana pencegahan 
beragam tindak kekerasan (penganiayaan) yang dilakukan oleh anak 
terhadap anak.  
 Berdasarkan dari uraian fakta di atas maka penulis merasa perlu 
mengangkat suatu kajian ilmiah dalam bentuk penelitian yang sistematis 
dengan judul : “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan 
Penganiayaan yang dilakukan oleh anak terhadap anak di kota 
Makassar”.  
 
B. Rumusan Masalah 
1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan kejahatan penganiayaan 
oleh anak terhadap anak di kota Makassar ? 
2. Bagaiamana upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat 





C. Tujuan Penelitian  
1. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang menyebabkan kejahatan 
penganiayaan oleh anak terhadap anak di kota Makassar. 
2. Untuk mengetahui Bagaimana upaya penanggulangan yang 
dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap kejahatan 
penganiayaan oleh anak terhadap anak.  
 
D. Manfaat Penelitian 
 Hasil dari penelitian ini diharapkan memberi kegunaan antara lain : 
1. Dapat memberikan solusi bagi para pihak penegak hukum dalam 
memberikan solusi terhadap masalah-masalah dalam memberikan 
penanggulangan kejahatan penganiayaan oleh anak terhadap 
anak.  
2. Hasil penelitian ini diharapkan mampu member informasi untuk 
memahami perkembangan penegakan hokum pidana baik secara 
praktis maupun secara teoritis.  
3. Menjadi salah satu rujukan bagi para ilmuwan hukum, akademisi, 
praktisi, maupun mahasiswa hokum khusus mengenai fenomena 








 Kejahatan merupakan suatu fenomena yang sangat komplek 
yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam 
keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu 
peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain. Dalam 
pengalaman kita ternyata tak mudah untuk memahami kejahatan itu 
sendiri 
Berbeda dengan ilmu hukum pidana yang sudah berkembang 
sejak manusia ada di dunia, maka ilmu kriminologi baru lahir dan 
berkembang sejak pertengahan abad ke-19, yakni bersamaan dengan 
berkembangnya ilmu-ilmu sosial seperti ilmu sosiologi, antropologi, dan 
psikologi. 
Namun demikian, meskipun belum menjadi suatu ilmu, bahwa 
pemikiran dan perenungan tentang kejahatan telah lama dilakukan oleh 
manusia yang hidup di dunia ini. Dalam bukunya yang berjudul Republik, 
Plato (427-347 SM) telah menyatakan bahwa emas dan manusia adalah 
sebab musabab dilakukannya suatu kejahatan. Aristoteles (382-322) 
menyatakan bahwa kemisikinan menyebabkan timbulnya kejahatan dan 
perang. Selanjutnya Thomas Aquinas juga menyatakan bahwa 
kemiskinan dapat menyebabkan suatu kejahatan. Menurutnya, orang-
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orang yang kaya yang mengejar kesenangan dengan menghambur-
hamburan hartanya, jika kemudian dia jatuh miskin, maka dia akan 
mudah melakukan tindak pidana pencurian. Kemudian, Thomas More 
(1478-1535), penulis buku Utopia menyatakan bahwa hukuman berat 
tidak akan mengurangi tingkat kejahatan. Hal yang harus dicari dan 
ditanggulangi adalah penyebab dilakukannya kejahatan tersebut. 
Menurutnya, pernah terdapat kenyataan bahwa pencopet tetap melakuan 
pencopetan ketika sedang menonton suatu eksekusi hukuman mati 
terhadap 24 orang penjahat. Tetapi pernah ada pula terdapat kenyataan 
yang lain, bahwa seorang pencopet yang sedang menonton khotbah dari 
seorang pendeta kebaikan melakukan derma dan sumbangan, tetap 
melakukan pencopetan dan hasil dari copetannya tersebut diserahkan 
sebagai derma dan sumbangan seperti yang dianjurkan tersebut. Poinnya 
disini adalah bahwa hukuman berat maupun nasihat agama bisa jadi 
ampuh  dan bisa jadi juga tidak ampuh untuk menanggulangi perbuatan 
jahat dari seseorang (Topo Santoso 2003:1). 
Selanjutnya, Montesqueu (1689-1755) dalam bukunya Esprit Des 
Lois, kemudian Rousseau (1712-1778), Voltaire (1649-1778), dan Cesare 
Beccaria (1738-1794) adalah diantara para ahli yang getol menentang  
kesewenang-wenangan dalam penjatuhan hukuman . disamping itu, ada 
juga G, von Mayr (1941-1925) yang menyimpulkan dari hasil  
penelitiannya bahwa ada korelasi positif antara tingginya tingkat 
pencurian dengan tingginya harga gandum (Topo Santoso 2003:2). 
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1. Pengertian kriminologi. 
Istilah “kriminologi” pertama kali digunakan oleh antropolog 
Perancis, Paul Topinard dari kata “crimen” yang artinya kejahatan dan 
“logos” yang artinya ilmu pengetahuan. Sutherland (Topo Santoso 
2003:9)  mengatakan :  
 “ criminal behavior is behavior iniviolation of a criminal law”. 
Nettler (1984) mengatakan, “a crime is intentional violation of the 
criminal law..”.  
 
Soedjono D (1985:4) mengemukakan pengertian kriminologi 
sebagai berikut: dari segi etimologi, istilah kriminologi terdiri atas dua suku 
kata, yakni “crimes” (kejahatan) dan “logos” (ilmu pengetahuan) jadi 
secara terminologi kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang 
mempelajari segala sesuatu tentang kejahatan dan kejahatan yang 
dilakukan.  
Sutherland merumuskan sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan 
yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial (The body of 
knowledge regarding crime as a social phenomenon). Menurut Sutherland 
kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran 
hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum. Kriminilogi olehnya dibagi 
menjadi tiga cabang  ilmu utama yaitu:  
1. Sosiologi hukum 
Kejahatan itu adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan 
diancam dengan suatu sanksi. Jadi yang menentukan bahwa  
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 suatu perbuatan itu kejahatan adalah hukum. Di sini 
meyelidiki sebab-sebab kejahatan harus pula menyelidiki 
faktor-faktor apa yang mnyebabkan perkembangan hukum 
(khususnya hukum pidana) 
2. Etiologi kejahatan 
Merupakan cabang ilmu kriminologi yang mencari sebab 
musabab kejahata. Dalam kriminologi, etiologi kejahatan 
merupakan kajian yang paling utama. 
3. Penology  
Pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman, akan tetapi 
Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan 
usaha pengendalian kejahatan baik represif maupun preventif. 
 Rusli Effendy (1991:9) merumuskan bahwa kriminologi adalah 
sebagai berikut : 
 Melakukan kejahatan itu sendiri, tujuannya adalah mempelajarai 
sebab-sebab sehingga orang melakukan kejahatan, apakah itu 
timbul karena bakat orang itu sendiri adalah jahat ataukah 
disebabkan karena keadaan masyarakat di sekitarnya (milew) baik 
keadaan social maupun keadaan ekonomi. 
 
   Topo Santoso (2003 :9), Mannheim (1965) mengatakan : 
   “kejahatan pertama-tama adalah suatu konsep yurudis, berarti 
tingkah laku manusia yang dapat dihukum berdasarkan hukum 
pidana.” 
 
 Bonger (Topo Santoso 2001;10), memberikan definisi kriminologi:  
ilmu pengetahuan yang mempelajari, menyelidiki sebab-sebab 
kejahatan dan gejala kejahatan dalam arti seluas-luasnya”. yang di 
maksud dengan mempelajari gejala kejahatan seluas-luasnya, 
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termasuk mempelajari penyakit sosial (pelacuran, kemiskinan, 
gelandangan, dan alkoholisme. 
  
Abdul Syani ( 1987: 19)  merumuskan kriminologi sebagai bagian 
dari sains yang dengan penelitian empiris berusaha memberi  gambaran 
tentang fakta-fakta. Kriminologi dipandangnya sebagai suatu istilah global 
untuk suatu lapangan ilmu pengetahuan yang demikian tidak mungkin 
dikuasai oleh seorang ahli saja. Soedjono Dirdjosisworo (1976:24) 
mendefinisikan kriminologi sebagai berikut:  “Kriminologi adalah ilmu yang 
mempelajari sebab akibat, perbaikan dan pencegahan kejahatan sebagai 
gejala manusia dengan menghimpun sumbangan-sumbangan dari 
berbagai ilmu pengetahuan.” 
Dari definisi Soedjono Dirdjosisworo diatas dapat disimpulkan 
bahwa kriminologi bukan saja ilmu yang mempelajari tentang kejahatan 
dalam arti sempit, tetapi lebih dari itu, kriminologi merupakan sarana 
untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya suatu kejahatan, akibat-akibat 
yang ditimbulkan, cara-cara memperbaiki pelaku kejahatan dan cara-cara 
mencegah kemungkinan timbulnya kejahatan. 
2. Ruang Lingkup Kriminologi 
Kriminologi dilahirkan pada pertengahan abad ke-19 yang lampau 
sejak dikemukakannya hasil penyelidikan Cesare Lombroso (1876) 
tentang teori atavisme dan tipe penjahat serta munculnya teori mengenai 
hubungan sebab akibat bersama-sama dengan Enricco Ferri sebagai 
tokoh aliran lingkungan dari kejahatan. Kriminologi pertengahan abad XX 
telah membawa perubahan pandangan, dari semula kriminologi 
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menyelidiki kausa kejahatan dalam masyarakat kemudian mulai 
mengalihkan pandangannya kepada proses pembentukan perundang-
undangan yang berasal dari kekuasaan (negara) sebagai penyebab 
munculnya kejahatan dan para penjahat baru dalam masyarakat. 
Kriminologi yang memandang bahwa Negara (kekuasaan) adalah 
penyebab dari kejahatan dan seharusnya bertanggung jawab atas 
merebaknya kejahatan dalam masyarakat yang dikenal sebagai aliran 
kriminologi kritis, dipelopori oleh Taylor dan Joek Young, kriminolog 
Inggris. Aliran ini menyebar luas ke Amerika Serikat dan melahirkan aliran 
New Krinilogi (Kriminologi Baru ). Beberapa studi tentang kejahatan dan 
aliran klasik (abad XVII), aliran positif dan aliran sosiologis (abad XIX), 
dan aliran perlindungan sosial abad XX, diuraikan dalam buku ini. 
Merupakan perkembangan studi kejahatan yang berkisar kepada peranan 
hubungan individu dan masyarakat, terlepas dari peranan hubungan 
antara negara dan masyarakatnya. 
Aliran kriminologi kritis telah berusaha membalikkan sejarah dan 
arah perkembangan studi kejahatan dengan menegaskan bahwa 
perundang-undanganlah yang mengakibatkan munculnya kejahatan. 
Pendapat aliran kriminologi kritis tersebut harus diartikan bahwa di dalam 
perkembangan kejahatan maka peranan negara yang nota bene pengatur 
ketertiban dan keamanan dalam  masyarakat, sangat besar sehingga 
setiap proses pembentukan perundang-undangan (pidana) serta 
langsung atau tidak langsung merupakan proses kriminalisasi (baru). 
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Pandangan aliran ini bertolak belakang dengan tujuan kita hidup 
bernegara antara lain mendambakan ketertiban, keamanan dan 
kesejahteraan sosial sehingga pandangan ini menimbulkan pertanyaan 
tentang siapa yang harus dilindungi oleh siapa karena negara sendiri 
menjadi “penyebab kejahatan”? kebenaran pandangan ini sesungguhnya 
berkaitan dengan proses stigmatisasi yang melekat kepada siapa saja 
yang terbukti sebagai pelaku kejahatan terlepas dari status sosial, 
ekonomi dan status hukum yang dimilikinya.  
Sejalan dengan perkembangan aliran kriminologi kritis adalah 
sejarah perkembangan hukum pidana yang merupakan instrument 
sekaligus  alat kekuasaan Negara dalam menjalankan tugas dan 
wewenangnya memiliki korelasi positif dengan aliran  kriminologi ini. Hal 
demikian disebabkan beberapa pertimbangan antara lain, bahwa kedua-
duanta (aliran kriminologi kritis )  dan hukum pidana berpijak pada premis 
yang sama: negara merupakan sumber kekuasaan dan seluruh alat 
perlengkapan negara merupakan pelaksanaan dari kekuasaan negara. 
Kedua, keduanya memiliki persamaan persepsi  bahwa, masyarakat luas 
adalah bagian dari objek pengaturan oleh kekuasaan negara, bukan 
subjek (hukum) yang memiliki kedudukan yang sama  dengan negara. 
Ketiga, keduanya masih menempatkan peranan negara lebih dominan 
daripada peranan individu dalam menciptakan ketertiban dan keamanan 
sekaligus sebagai perusak ketertiban dan keamanan itu sendiri. 
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Dimanakah letak keterkaitan antara hukum pidana dan 
kriminologi? Banyak ahli berpendapat bahwa kedua disiplin ilmu ini 
memiliki perbedaan mendasar: Hukum pidana merupakan disiplin ilmu 
normative dan kriminologi disiplin ilmu sosial;  hukum pidana bersendikan 
hukum kemungkinan-kemungkinan (probabilities) untuk menemukan 
hubungan sebab-akibat yang terjadi kejahatan dalam masyarakat. Ada 
juga yang berpendapat bahwa, hukum pidana mengkaji kejahatan dari 
sudut hukum, sedangkan kriminologi mengkaji kejahatan dari sudut ilmu 
sosial atau sering disebut sebagai “non-normative discipline (Herman 
Manheim 1960), Van Bemmelen, menyebut hukum pidana sebagai 
“Normative strafrechtwissenschaft”; sedangkan, kriminologi sebagai “ 
Faktuele strafrechtwissenschaft Dilihat dari pendapat dan pandangan 
tentang apa yang dimaksud dengan hukum pidana dan kriminologi, 
tampak seakan tidak ada keterkaitan antara keduanya.  
Namun demikian secara teoritik kedua disiplin ilmu tersebut dapat 
dikaitkan akan tetapi secara praktik sangat terbatas sekali keterkaitan dan 
pengaruhnya. Hukum pidana memusatkan perhatiannya terhadap 
pembuktian suatu kejahatan sedangkan kriminologi memusatkan 
perhatiannya kepada factor-faktor penyebab terjadinya kajahatan. 
Kriminologi telah ditunjukkan untuk mengungkapkan motif pelaku 
kajahatan sedangkan hukum pidana kepada hubungan antara perbuatan 
dan akibat. Faktor motif dapat ditelusuri dengan bukti-bukti yang 
memperkuat adanya niat melakukan kejahatan. Dari uraianini jelas 
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keterkaitan antara kedua disiplin ilmu ini sangat dekat karena secara 
praktis, hasil analisa kriminologi dengan demikian banyak manfaatnya 
dalam kerangka proses penyidikan atas terjadinya suatu kejahatan.  
 Uraian diatas kiranya dapat diterima dalam kerangka analisa 
masalah kejahatan yang bersifat individual dantidak sepenuhnya dapat 
diberlakukan untuk mengungkapkan kejahatan yang bersifat terorganisir. 
Analisa kriminologi tentang kejahatan ini dimulai dengan penelitian 
Sutherland (1960) tentang white collar crime, yang terjadi di Amerika 
Serikat. Sebagian besar pelaku kejahatan ini adalah mereka yang 
tergolong kaya, terhormat dan memiliki reputasi sosial yang baik sehingga 
kemudian muncul penggolongan kejahatan atas “upper class” dan “lower 
class” dalam masyarakat. Perkembangan kejahatan dari golongan “upper 
class society” semakin meningkat pesat terutama sejak era globalisasi 
pada tahun 1970-an. Perkembangan tersebut diperkuat oleh merebaknya 
aliran neo-liberalisme, yang saat ini tengah dipandang sebagai ideology 
oleh (terutama) perusahaan-perusahaan besar transnasional. 
Perkembangan pola kejahatan dari yang bersifat local dan 
sebatas teritorial menjadi bersifat transnasional dan melampaui batas 
territorial telah tidak terjangkau oleh teori kriminologi klasik dan teori 
kriminologi liberal sehingga perkembangan teori-teori kriminologi tersebut 
belum dapat menjelaskan keterikatan factor potensial yang 
mempengaruhi perkembangan kejahatan transnasional. Penjelasan 
tentang hubungan sebab akibat kejahatan transnasional harus dilihat dari 
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konteks perkembangan idiologi neo-liberalisme yang berkembang sejak 
tahun 1970-an terutama setelah perjanjian GAT/WTO dimana Indonesia 
telah juga meratifikasi perjanjian tersebut pada tahun 1994. Penjelasan 
perkembangan ekonomi internasional yang mengedepankan transparansi 
dan deregulasi serta sejauh mungkin menghapuskan peranan negara 
dalam pengaturan kehidupan masyarakat kecuali untuk dua hal yaitu: 
memelihara keamanan dan ketertiban, dan melindungi kedaulatan 
negara. 
Penjelasan kriminologi era globalisasi memerlukan pendekatan 
baru berbeda dengan pendekatan dimasa lampau; pendekatan kejahatan 
pencucian uang, terorisme, insider traiding, penyuapan terhadap pejabat 
publik asing oleh pihak swasta, kejahatan lingkungan, dan global. Masih 
banyak lagi jenis kejahatan  baru pada abad XXI, tidak mungkin lagi dapat  
dianalisis dari sudut pendekatan teori aliran klasik atau liberal. Penjelasan 
jenis kejahatan baru tersebut hanya dapat dllakukan dengan pendekatan 
sosiologi ekonomi makro. Perkembangan sosiologi ekonomi makro 
mengakui bahwa kejahatan tipe baru terkait dengan perkembangan 
ekonomi global.  
Dari penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa dari segi 
ruang lingkup kriminologi merupakan suatu ilmu yang mempelajari 
tentang sebab-sebab terjadinya kejahatan baik itu timbul karena pelaku 
itu sendiri berjiwa jahat atau karena pengaruh lingkungan sekitarnya. 
Akan tetapi biasanya orang awam mengambil suatu kesimpulan bahwa 
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kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang ditunjang oleh berbagai 
ilmu yang mempelajari tentang kejahatan dan penjahat, tujuannya untuk 
dipelajari sebagai ilmu atau digunakan sebagai sarana mencegah dan 
memberantas kejahatan itu sendiri (www.hukumonline.co.id) 
Berdasarkan uraian tersebut di atas mengenai pengertian dari 
kriminologi, maka sederhananya penulis dapat menyimpulkan bahwa 
kriminologi adalah suatu ilmu yang mempelajari sebab-sebab terjadinya 
kejahatan, upaya-upaya penanggulangan serta dampak atau akibat dari 
suatu kejahatan. 
3. Pengertian Tinjauan Kriminologis  
Menurut Sutherland kriminologi terdiri dari tiga bagian utama, yaitu: 
1. etiologi kriminal, yaitu mencari secara analisis ilmiah sebab-sebab 
dari pada kejahatan; 
2.  penologi, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang 
sejarah lahirnya, berkembangnya hukuman, arti dan faedahnya. 
3. sosiologi hukum, yaitu analisis ilmiah terhadap kondisi-kondisi yang 
mempengaruhi perkembangan hukum pidana. 
 
Menurut H. Bianchi bahwa Kriminologi sebagai “metascience” dari 
pada Hukum Pidana, yakni suatu ilmu yang memiliki ruang lingkup yang 
lebih luas di mana pengertiannya dapat dipergunakan untuk memperjelas 
konsepsi-konsepsi dan masalah-masalah yang terdapat dalam Hukum 
Pidana. Bonger membagi kriminologi menjadi kriminologi murni dan 
kriminologi terapan. 
 Kriminologi murni mencakup: 
1. Antropologi kriminal. 
2. Sosiologi kriminal. 
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3. Psikologi kriminal. 
4. Psikopatologi. 
5. Penologi. 
Kriminologi terapan mencakup: 
1. Hiegiene kriminal. 
2. Politik kriminal. 
3. Kriminalistik. 
Sebagai sebuah ilmu terapan kriminologi memiliki Landasan teori. 
Teori-teori kriminologi dapat digunakan untuk menganalisis  
permasalahan-permasalahan yang terkait dengan kajahatan ataupun apa 
faktor penyebab terjadinya kejahatan. Teori-teori tersebut antara lain: 
1. Teori Asosiasi Deferensial 
Pola perilaku jahat tidak diwariskan tetapi dipelajari melalui 
pergaulan yang akrab. Tingkah laku jahat dipelajari dalam 
kelompok melalui interaksi dan komunikasi, dan yang dipelajari 
dalam kelompok adalah teknik untuk melakukan kejahatan dan 
alasan yang mendukung perbuatan jahat. 
2. Teori Anomi.  
Emile Durkheim (1893), mendefinisikan sebagai keadaan tanpa 
norma (deregulation) di dalam masyarakat. Keadaan deregulation 
atau normlessness tersebut kemudian menimbulkan perilaku 
deviasi. Kata anomie telah digunakan untuk masyarakat atau 
kelompok manusia di dalam suatu masyarakat, yang mengalami 
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kekacauan karena tidak adanya aturan-aturan yang diakui 
bersama yang eksplisit ataupun implisit mengenai perilaku yang 
baik, atau, lebih parah lagi, terhadap aturan-aturan yang berkuasa 
dalam meningkatkan isolasi atau bahkan saling memangsa dan 
bukan kerja sama. 
3. Teori Subkultur 
Ada dua teori subkultur, yaitu: 
1. Teori delinquent subculture, yaitu teori yang dikemukakan oleh 
A.K. Cohen yang dalam penelitiannya dijelaskan bahwa perilaku 
delinkuen lebih banyak terjadi pada laki-laki kelas bawah dan 
mereka lebih banyak membentuk gang. Tingkah laku gang 
subkultur bersifat tidak berfaedah, dengki dan jahat. Terdapat 
alasan yang rasional bagi delinkuen subkultur untuk mencuri 
(selain mencari status kebersamaan) mencari kesenangan dengan 
menimbulkan kegelisahan pada orang lain. Mereka juga mencoba 
untuk meremehkan nilai-nilai kelas menengah. 
2. Teori differential opportunity, yaitu teori yang dikemukakan oleh 
R.A. Cloward pada tahun 1959. Menurut Cloward tidak hanya 
terdapat cara-cara yang sah dalam mencapai tujuan budaya tetapi 
terdapat pula kesempatan-kesempatan yang tidak sah. Ada tiga 
bentuk subkultur delinkuen, yaitu a. criminal sub culture, b. conflict 
sub culture, c. retreatis sub cukture. Ketiga bentuk sub kultur 
dilinkuen tersebut tidak hanya menunjukkan adanya perbedaan 
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dalam gaya hidup diantara anggotanya, tetapi juga karena adanya 
masalah-masalah yang berbeda bagi kepentingan kontrol sosial 
dan pencegahannya. Dalam teorinya Cloward dan Ohlin 
menyatakan bahwa timbulnya kenakalan remaja lebih ditentukan 
oleh perbedaan-perbedaan kelas yang dapat menimbulkan 
hambatan-hambatan bagi anggotanya, misalnya kesempatan untuk 
memperoleh pendidikan sehingga mengakibatkan terbatasnya 
kesempatan bagi anggotanya untuk mencapai aspirasinya. 
4.Teori Label 
Tokoh penting dalam pengembangan teori label adalah Howard S. 
Becker dan Edwin Lemert. Teori ini muncul pada awal 1960-an 
untuk menjawab pertanyaan tentang kejahatan dan penjahat 
dengan menggunakan perspektif yang baru. Menurut Becker, 
bahwa kejahatan terbentuk karena aturan-aturan lingkungan, sifat 
individual, dan reaksi masyarakat terhadap kejahatan. Telah 
menjadi kesepakatan para penganut teori label, bahwa proses 
pemberian label merupakan penyebab seseorang untuk menjadi 
jahat. 
5.Teori konflik  
   Teori konflik adalah teori yang mempertanyakan hubungan 
antara kekuasaan dalam pembuatan undang-undang (pidana) 
dengan kejahatan, terutama sebagai akibat tersebarnya dan 
banyaknya pola dari perbuatan konflik serta fenomena masyarakat 
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(masyarakat Amerika Serikat) yang bersifat pruralistik (ras, etnik, 
agama, kelas sosial). Teori konflik menganggap bahwa orang-
orang memiliki perbedaan tingkatan kekuasaan dalam 
mempengaruhi pembuatan dan bekerjanya undang-undang. 
Mereka yang memiliki tingkat kekuasaan yang lebih besar, memiliki 
kesempatan yang lebih besar dalam menunjuk perbuatan-
perbuatan yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai dan 
kepentingannya sebagai kejahatan.Tokoh-tokoh teori konflik 
adalah Austin T Turk, Chambliss, R.B. Seidman, Quinney, K. Marx. 
Menurut teori konflik, suatu masyarakat lebih tepat bercirikan 
konflik daripada konsensus. 
6.Teori Control Social 
Teori kontrol sosial merupakan suatu teori yang berusaha 
menjawab mengapa orang melakukan kejahatan. Teori kontrol 
tidak lagi mempertanyakan mengapa orang melakukan kejahatan, 
tetapi mempertanyakan mengapa tidak semua orang melanggar 
hukum atau mengapa orang taat terhadap hukum? Teori kontrol 
sosial berusaha menjelaskan kenakalan para remaja yang oleh 
Steven Box (Hendrojono, 2005: 99) dikatakan sebagai deviasi 
primer. Teori kontrol sosial memandang setiap manusia 
merupakan makhluk yang memiliki moral yang murni. Oleh karena 
itu setiap orang memiliki kebebasan memilih berbuat sesuatu. 
Apakah ia akan berbuat menaati aturan yang berlaku ataukah 
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melanggar aturan-aturan yang berlaku. Tindakan yang dipilih itu 
didasarkan pada ikatan-ikatan sosial yang telah dibentuk. 
 
B. Pengertian Kejahatan  
Kejahatan itu mengandung beberapa unsur yang berkaitan dengan 
perbuatan yang sifatnya: 
1. Antisosial (melanggar hukum pidana) 
2. Yang dilakukan secara sengaja dan tidak sengaja 
3. Yang merugikan masyarakat 
4. Diancam hukuman oleh negara 
Lihat saja pasal-pasal 362 (tentang pencurian) "barangsiapa yang 
mengambil barang sesuatu....kepunyaan orang lain", 338 (tentang 
pembunuhan) "barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain.... , 285 
(tentang perkosaan) "barangsiapa dengan kekerasan...memaksa seorang 
wanita bersetubuh...., semuanya terdapat di dalam KUHP. Jadi, kejahatan 
adalah perbuatan yang dilarang UU yang ditetapkan penguasa (negara) 
dan diancam dengan hukuman pidana. 
Kejahatan dilihat dari kacamata sosiologi dan psikologi. 
1. Dari kacamata sosiologi, kejahatan merupakan perbuatan yang 
dianggap antisosial, amoral, merugikan, tidak dikehendaki oleh 
masyarakat, serta harus ditentang 
2. Dari kacamata psikologi, kejahatan dipandang sebagai suatu 
perbuatan yang abnormal yang merupakan cerminan perilaku 
seseorang dalam bermasyarakat di mana perilaku itu berkaitan 
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dengan kegiatan kejiwaan individu yang tidak selaras dengan 
norma-norma dan nilai-nilai sosial. Abnormalitas memang dapat 
disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya psikopatogik (psikopat, 
maniac, gila, dsb) atau sakit jiwa, penyimpangan perilaku, kelainan 
kejiwaan, dsb. 
Tentang masalah kejahatan ada beberapa pandangan tentang 
kejahatan semisal pandangan  tentang relativisme kejahatan. Dalam 
pandangan tersebut yang perlu ditekankan adalah persoalan legalitas vs 
amoral. Apa yang dikemukakan oleh Elliot barangkali ada benarnya, 
bahwa hukum pidana itu memberi sanksi pidana pada perbuatan-
perbuatan yang kecil dan relatif tidak penting. Tetapi pada perbuatan-
perbuatan anti sosial yang besar dan berbahaya, hukum pidana menjadi 
mandul. Bila melihat definisi kriminologi yaitu yang merupakan 'the 
scientific study of crime and its treatment' maka jelas objek studi 
kriminologi adalah kejahatan (seperti yang dirumuskan di dalam UU). 
Oleh karenanya, kejahatan itu menurut Bonger (1977) adalah suatu 
perbuatan amoral, yang bila dilihat dari segi: 
1. Subjek (individu), perbuatan tersebut berlawanan dengan perasaan 
kesusilaannya. 
2. Objek (masyarakat), perbuatan itu merugikan masyarakat. 
Karena kejahatan merupakan perbuatan yang amoral (di dalam UU 
juga hal ini dinyatakan) maka kejahatan itu haruslah terkena pidana. 
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Berkaitan dengan hukum pidana, maka ada beberapa ciri atau sifat dari 
hukum pidana, yaitu: 
1. politicality: bahwa kejahatan adalah pelanggaran terhadap aturan 
negara 
2. specificity: ada ketegasan di dalam mendefinisikan suatu 
perbuatan tertentu 
3. uniformity: di mata hukum, semua warga adalah sama, meskipun 
pada kenyataannya tidak 
4. individualization: kejahatan itu berkaitan dengan motif seseorang di 
dalam tindak perbuatannya 
5. penal sanction: bahwa acuan pidana dan sanksi pidana itu 
dijatuhkan oleh negara.  
Kejahatan sendiri, menurut Sutherland (1960) mengandung 3 
unsur, yaitu: 
1. adanya nilai politis yang diterima golongan 
2. adanya konflik kebudayaan 
3. adanya paksaan dari golongan yang menerima nilai 
 
C. Pengertian Kejahatan Penganiayaan  
Pengertian kejahatan penganiayaan tidak dijumpai di dalam kitab 
Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), olehnya itu perlu diadakan suatu 
batasan sehingga maksud dan tujuan yang hendak diwujudkan sebagai 
penganiayaan yang mengakibatkan kematian dapat dimengerti.  
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 Berdasarkan pasal 351 KUHP, menurut yurisprudensi, arti 
penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa 
tidak enak, rasa sakit atau luka. Sedangkan dalam Pasal 351 ayat (4) 
KUHP, penganiyaan di samakan merusak kesehatan orang dengan 
sengaja.  
Penganiayaan dalam KUHP tidak dirumuskan elemen-elemen atau 
unsur-unsurnya, melainkan hanya menyebutkan qualifikasinya atau nama 
deliknya saja, yaitu penganiayaan (mishandeling) dipidana, dan 
seterunya. Menurut Doctrine (ilmu pengetahuan), penganiayaan diartikan 
sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk 
menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain. Sedangkan menurut 
penafsiran dari H.R. (Hoge Raad) penganiayaan adalah setiap perbuatan 
yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka 
kepada orang lain, dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan 
perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu 
tujuan yang diperkenankan. 
Penganiayaan yang diatur dalam KUHP terdiri dari: 
1. Penganiayaan yang berdasarkan pada Pasal 351 KUHP yang 
dirinci atas: 
a) Penganiayaan biasa  
b) Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. 
c) Penganiayaan yang mengakibatkan orangnya mati. 
2. Penganiayaan ringan yang diatur oleh Pasal 352 KUHP. 
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3. Penganiayaan berencana yang diatur oleh Pasal 353 KUHP, 
dengan rincian sebagai berikut: 
a. Mengakibatkan luka berat. 
b. Mengakibatkan orangnya mati. 
4. Penganiayaan berat yang diatur oleh Pasal 354 KUHP dengan 
rincian sebagai berikut: 
a. Mengakibatkan luka berat 
b. Mengakibatkan orangnya mati 
5. Penganiayaan berat dan berencana yang diatur oleh Pasal 355 
KUHP dengan rincian sebagai berikut: 
a. Penganiayaan berat dan berencana 
b. Penganiayaan berat dan berencana yang mengakibatkan 
orangnya mati. 
Wirjono prodjodikoro (2010:68) merumuskan bahwa penganiayaan 
yaitu perbuatan dengan tujuan (oogmerk) untuk mengakibatkan rasa sakit 
dan merugikan kesehatan orang dengan sengaja. Apabila suatu 
penganiayaan mengakibatkan luka berat, maka menurut Pasal 351 ayat 
(2), maksimum hukuman dijadikan lima tahun penjara. Sedangkan jika 
berakibat matinya orang, maksimum hukuman meningkat lagi menjadi 
tujuh tahun penjara. Dua macam akibat ini harus tidak dituju dan juga 
harus tidak disengaja, sebab jika sengaja melukai berat, maka ada tindak 
pidana penganiyaan berat dari Pasal 354 ayat (1) dengan maksimum 
hukuman meningkat lagi menjadi tujuh tahun penjara. Dua macam akibat 
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ini harus tidak dituju dan juga harus tidak disengaja, sebab jika sengaja 
melukai berat, maka ada tindak pidana penganiyaan berat dari Pasal 354 
ayat (1) dengan maksimum hukuman delapan tahun penjara, dan menjadi 
sepuluh tahun penjara jika perbuatan ini mengakibatkan matinya orang. 
Untuk konteks penganiayaan oleh anak terhadap anak maka melaporkan 
kejadian penganiayaan tersebut kepada pihak kepolisian adalah sudah 
tepat. Karena sebagai orang tua memang wajib untuk memberikan 
perlindungan terhadap anak dari tindak kekerasan dan penganiayaan. Hal 
ini juga sesuai dengan pengaturan Pasal 13 ayat (1) UU No. 23 Tahun 
2002 tentang Perlindungan Anak (“UU Perlindungan Anak”) yang 
menyatakan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, 
wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas 
pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: 
a. diskriminasi; 
b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; 
c. penelantaran; 
d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; 
e. ketidakadilan; dan 
f. perlakuan salah lainnya. 
Sedangkan, mengenai pasal-pasal yang dapat dikenakan kepada 
pelaku penganiayaan anak  dapat kita temui dalam: 
1. Pasal penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (“KUHP”), 
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2. Pasal penganiayaan ringan sesuai Pasal 351 jo. 352 KUHP, dan 
3. Pasal 80 ayat (1) UU Perlindungan Anak. 
Menurut buku Kitab Undang-Udang Hukum Pidana (KUHP) Serta 
Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal yang ditulis R. 
Soesilo (hlm. 245),  KUHP memang tidak mendefinisikan apa yang 
dimaksud dengan penganiayaan dan penganiayaan ringan. Namun, 
menurut yurisprudensi, yang dimaksud dengan kata penganiayaan yaitu 
sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, 
atau luka. Contoh “rasa sakit” tersebut misalnya diakibatkan mencubit, 
mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya. Sedangkan, yang 
termasuk penganiayaan ringan menurut R. Soesilo (hlm. 246), adalah 
penganiayaan yang tidak: 
1. menjadikan sakit. Yang dimaksud sakit ini bukanlah rasa sakit 
(pijn), namun menyebabkan jatuh sakit (ziek). 
2. menyebabkan terhalang untuk melakukan jabatan atau 
pekerjaannya sehari-hari. 
Berdasarkan penjelasan R. Soesilo tersebut, jika pemukulan yang 
dialami oleh anak tidak menyebabkan anak jatuh sakit, maka itu dapat 
dikategorikan sebagai suatu penganiayaan ringan. Lebih lanjut, mengenai 
penganiayaan ringan Pasal 351 jo. 352 KUHP. Selain itu, ketentuan Pasal 
80 ayat (1) UU Perlindungan Anak juga sudah secara khusus mengatur 
tentang penganiayaan terhadap anak, dengan menyatakan: 
“Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman 
kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan 
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pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulandan/atau 
denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta 
rupiah).” 
 
Maka terhadap pelaku pemukulan terhadap anak anda tersebut 
juga dapat dikenakan pemidanaan atas dasar Pasal 80 ayat (1) UU 
Perlindungan Anak. 
 
D. Pengertian Anak  
Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 tahun 2002 
tentang perlindungan anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 
18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam 
kandungan. Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 tahun 
1979 tentang kesejahteraan anak, pengertian anak adalah seseorang 
yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah 
kawin.  Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin 
yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berusia 18 (delapan 
belas tahun). Bertitik tolak dari konferensi perlindungan anak yang utuh, 
menyeluruh dan komprehensif, Undanf-undang ini meletakkan kewajiban 
memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai 
berikut : 
a. Nondiskriminasi  
b. Kepentingan yang terbaik untuk anak 
c. Hak untuk hidup, kelangsungan dan perkembangan 
d. Penghargaan terhadap pendapat anak 
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Dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan 
anak, perlu peran masyaraka, organisasi masyarakat, organisasi social, 
dunia usaha, media massa tau lembaga pendidikan anak yang 
diperdagangkan, anak korban kekerasan seksual serta anak yang 
menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alcohol, psikotropika, anak 
korban kekerasan baik fisik ataupun mental anak yang menyandang cacat 
dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.  
Di Indonesia sendiri ada beberapa peraturan perundang-undangan 
yang mengatur tentang anak, misalnya Undang-Undang No. 11 Tahun 
2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 4 
tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 
tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak dan Berbagai peraturan lain yang berkaitan 
dengan masalah anak. 
Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu:  “Anak adalah 
seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak 
yang masih dalam kandungan.” 
Sedangkan berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2012 
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga menjelaskan tentang anak 
yang berkonflik dengan hukum, yaitu : 
“Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut 
Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi 
belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan 
tindak pidana.” 
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Kemudian menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 
Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, juga menjelaskan tentang 
pengertian anak yaitu sebagai berikut: 
“Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan 
belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih 
dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.” 
 
Pengertian anak juga terdapat pada Pasal 1Convention On The 
Rights of The Child, anak diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 
tahun, kecualiberdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, 
kedewasaan telah diperoleh sebelumnya. 
Beberapa negara juga memberikan definisi seseorang dikatakan 
anak atau dewasa dilihat dari umur dan aktifitas atau kemampuan 
berpikirnya. Di negara Inggris, pertanggungjawaban pidana diberikan 
kepada anak berusia 10 (sepuluh) tahun tetapi tidak untuk keikutsertaan 
dalam politik. Anak baru dapat ikut atau mempunyai hak politik apabila 
telah berusia di atas 18 (delapan belas) tahun.  
 
E. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan  
Ada berbagai-bagai faktor penyebab terjadinya suatu tindak 
kejahatan. Sebagai kenyataannya bahwa manusia dalam pergaulan 
hidupnya sering terdapat penyimpangan terhadap norma - norma, 
terutama norma hukum. Di dalam pergaulan manusia bersama, 
penyimpangan hukum ini disebut sebagai kejahatan atau pelanggaran. 
Dan kejahatan itu sendiri merupakan masalah sosial yang berada di 
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tengah - tengah masyarakat, dimana si pelaku dan korbannya adalah 
anggota masyarakat.    
            Secara umum ada beberapa faktor yang menyebabkan Adapun 
faktor penyebab yang mendominasi terjadinya tindak pidana pelecehan 
seksual yang dilakukan terhadap anak di bawah umur adalah:[2]terjadinya 
sebuah kejahatan. Pertama adalah faktor yang berasal atau terdapat 
dalam diri si pelaku yang maksudnya bahwa yang mempengaruhi 
seseorang untuk melakukan  sebuah kejahatan itu timbul dari dalam diri si 
pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor keturunan dan kejiwaan 
(penyakit jiwa). Faktor yang kedua adalah faktor yang berasal atau 
terdapat di luar diri  pribadi si pelaku. Maksudnya adalah: bahwa yang 
mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan  itu timbul 
dari luar diri si pelaku itu sendiri  yang didasari oleh faktor rumah tangga 
dan lingkungan.  
            1.  Faktor keinginan 
            2.  Faktor kesempatan 
            3.  Faktor  lemahnya iman 
1. Faktor keinginan 
            Yang dimaksud dengan faktor keinginan adalah: suatu 
kemauan yang sangat kuat  yang mendorong si pelaku  untuk 
melakukan sebuah kejahatan. Misalnya seseorang yang setelah 
menonton suatu adegan atau peristiwa  yang secara tidak 
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langsung telah  menimbulkan hasrat yang begitu kuat dalam 
dirinya untuk meniru adegan tersebut.   
2. Faktor kesempatan 
           Adapun yang dimaksud dengan faktor kesempatan disini adalah: 
suatu keadaan yang memungkinkan (memberi peluang) atau 
keadaan yang  sangat mendukung untuk terjadinya sebuah 
kejahatan. Faktor kesempatan ini biasanya banyak terdapat pada 
diri si korban seperti: 
·         Kurangnya perhatian orang tua terhadap anak - anaknya, 
hal ini disebabkan  orang tua   sibuk bekerja.Kurangnya 
pengetahuan si anak tentang seks, hal ini didasarkan kepada 
kebudayaan ketimuran yang menganggap bahwa pengetahuan 
seks bagi anak merupakan perbuatan yang tabu. Sehingga anak 
dengan mudah termakan rayuan dan terjerumus  tanpa 
mengetahui akibatnya.  
3. Faktor lemahnya iman 
Faktor lemahnya iman di sini  merupakan faktor yang sangat 
mendasar yang menyebabkan sesorang melakukan sebuah 
kejahatan. Jika ketiga faktor itu telah terkumpul, maka perbuatan 
akan terlaksana dengan mudah. Tapi apabila salah satu dari 
ketiga faktor tersebut di atas tidak terpenuhi maka kejahatan tidak 
mungkin terjadi. Misalnya saja apabila hanya ada faktor keinginan 
dan faktor lemahnya iman, sedangkan faktor kesempatan tidak 
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ada maka perbuatan itu tidak akan terjadi. Demikian juga apabila 
hanya ada faktor kesempatan, sedangkan faktor keinginan tidak 
ada serta faktor imannya ada maka perbuatan itu juga tidak akan 
terjadi. 
Tetapi faktor yang paling menentukan dalam hal ini adalah: 
faktor lemahnya iman. Jika lemahnya iman seseorang atau iman 
seseorang tidak ada, maka perbuatan pasti akan terjadi tanpa 
ada yang dapat mencegahnya. Dari penjelasan tersebut di atas, 
maka dapat disimpulkan bahwa kunci yang paling utama yang 
dapat mencegah terjadinya suatu tindak pidana adalah: iman. 
Jika iman telah ada niscaya perbuatan itu tidak akan terjadi. 
Apabila hal ini terjadi juga, maka hakim harus memutuskan dan 
menetapkan hukuman yang setimpal bagi si pelaku. 
 
F. Upaya Penanggulangan Kejahatan (Criminal Prevention) 
Upaya-upaya penanggulangan kejahatan umumnya ada tiga (Alam 
2012:77) yaitu: 
1. Pre-Emtif 
Yang dimaksud dengan upaya Pre-emtif adalah upaya-upaya 
yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya 
tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam 
penanggulangan kejahatan secara Pre-Emtif adalah 
menanamkan nilai-nilai, norma-norma yang baik sehingga norma-
norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun 
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ada kesempatan untuk melakukan kejahatan tapi tidak ada 
niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi 
kejahatan. Jadi dalam usaha Pre-Emtif faktor niat akan menjadi 
hilang meskipun ada kesempatan. 
2. Preventif 
Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindakan lanjut dari 
upaya Pre-Emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum 
terjadi kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah 
menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. 
Contoh ada orang ingin mencuri motor tetapi kesempatan itu 
dihilangkan karena motor-motor yang ada ditempatkan di tempat 
penitipan motor, dengan demikian kesempatan menjadi hilang 
dan tidak terjadi kejahatan. Jadi dalam upaya preventif 
kesempatan ditutup. 
3. Represif 
Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak 
pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum 







A. Lokasi penelitian 
Penelitian dilakukan di kota Makassar karena sebagai salah 
satu Kota terbesar di Indonesia Timur Makassar tentu tidak luput dari 
permasalahan fenomena kekerasan oleh anak spesifiknya penganiayaan. 
Makassar sebagai sebuah Kota yang sudah dikategorikan Kota 
metropolitan tentu menyimpan beragam persoalan-persoalan sosial yang 
bertentangan dengan hukum salah satunya adalah masalah kekerasan 
yang dilakukan oleh anak terhadap anak.  
 
B. Jenis dan sumber data 
Dalam penulisan proposal ini penulis menggunakan jenis data: 
1. Data Primer 
Data diperoleh dari penelitian lapangan, berupa wawancara 
langsung dengan pihak kepolisian, dan pihak yang bersangkutan 
dalam hal ini adalah keluarga korban kekerasan oleh anak. Data ini 
akan disesuaikan dengan pokok permasalahan yang diangkat 
dalam penulisan skripsi ini. 
2. Data Sekunder  
Data ini diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan yakni 
dengan mempergunakan dan mengumpulkan buku-buku atau 
kitab-kitab bacaan dari perpustakaan dan berbagai toko-toko buku. 
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Buku yang digunakan adalah buku yang ada hubungannya atau 
relevansinya dengan pembahasan skripsi ini.  
 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian 
ini adalah: 
1. Metode interview, yaitu penulis mengadakan wawancara dan 
Tanya jawab dengan pihak kepolisian dan pihak yang terkait 
dalam hal ini pelaku Tindak kekerasan anak. 
2. Metode dokumentasi, yaitu penulis mengambil data dari 
dokumen-dokumen atau arsip-arsip yang diberikan pihak yang 
relevan dengan permasalahan yang dibahas.  
 
D. Analisis Data 
Data yang diperoleh atau yang dikumpulkan dalam penelitian ini baik 
data primer maupun data sekunder merupakan data yang sifatnya 
kualitatit, sehingga teknik analisis data yang digunakan adalah analisis 
kualitatif, yaitu data tersebut diolah dan dianalisis secara dedukatif yaitu 
berlandaskan kepada dasar-dasar pengetahuan umum kemudian meniliti 







HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
A.  Faktor-Faktor yang Menyebabkan Kejahatan Penganiayaan oleh 
Anak terhadap Anak di kota Makassar 
Keluarga merupakan lembaga pertama dalam kehidupan anak, 
tempat ia belajar dan menyatakan diri sebagai makhluk sosial. Segala 
sesuatu yang dibuat anak mempengaruhi keluarganya, begitu pula 
sebaliknya. Keluarga memberikan dasar pembentukan tingkah laku, 
watak, moral dan pendidikan kepada anak. Pengalaman interaksi di 
dalam keluarga akan menentukan pula pola tingkah laku anak terhadap 
orang lain dalam masyarakat.  
Di samping keluarga sebagai tempat awal bagi proses sosialisasi 
anak, keluarga juga merupakan tempat sang anak mengharapkan dan 
mendapatkan pemenuhan kebutuhan. Kebutuhan akan kepuasan 
emosional telah dimiliki bayi yang baru lahir. Peranan dan tanggung 
jawab yang harus dimainkan orang tua dalam membina anak adalah 
besar. Namun, kenyataannya dalam melakukan peran tersebut, baik 
secara sadar maupun tidak sadar, orang tua dapat membangkitkan rasa 
ketidakpastian dan rasa bersalah pada anak. Sejak bayi masih dalam 
kandungan, interaksi yang harmonis antara ayah dan ibu menjadi faktor 
amat penting. Bila suami kurang memberikan dukungan dan kasih sayang 
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selama kehamilan, sadar atau tidak sadar sang ibu akan merasa bersalah 
atau membenci anaknya yang belum lahir.  
Anak yang tidak dicintai oleh orang tua biasanya cenderung menjadi 
orang dewasa yang membenci dirinya sendiri dan merasa tidak layak 
untuk dicintai, serta dihinggapi rasa cemas. Perhatian dan kesetiaan anak 
dapat terbagi karena tingkah laku orang tuanya. Timbul rasa takut yang 
mendalam pada anak-anak di bawah usia enam tahun jika perhatian dan 
kasih sayang orang tuanya berkurang, anak merasa cemas terhadap 
segala hal yang bisa membahayakan hubungan kasih sayang antara ia 
dan orang tuanya.1 (Lianny Solihin : 2004:133) 
Sikap otoriter sering dipertahankan oleh orang tua dengan dalih 
untuk menanamkan disiplin pada anak. Sebagai akibat dari sikap otoriter 
ini, anak menunjukkan sikap pasif (hanya menunggu saja), dan 
menyerahkan segalanya kepada orang tua. Tingkah laku yang tidak 
dikehendaki pada diri anak dapat merupakan gambaran dari keadaan di 
dalam keluarga. Hal yang paling penting adalah bahwa kehidupan 
seorang anak hendaknya tidak diatur oleh kebutuhan orang tua dan 
menjadikan anak sebagai obyek untuk kepentingan orang tua. Efisiensi 
menurut konsep orang tua ini akan mengeringkan potensi anak, 
menghambat perkembangan emosional anak, serta menelantarkan minat 
anak. (Lianny Solihin : 2004:134) 
 
                                                                
1 Lianny Solihin, “Tindakan Kekerasan Pada Anak dalam Keluarga”, Jurnal Pendidikan Penabur, 
No.03, hal. 133 (2004). 
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Beberapa orang tua membenarkan penggunaan kekuasan dengan 
beranggapan bahwa hal tersebut cukup efektif dan tidak berbahaya. 
Tetapi hal itu bukan berarti bahwa penggunaan kekuasaan dan otoritas itu 
tidak merugikan, penggunaan kekuasan dan otoritas itu akan lebih 
berbahaya apabila orang tua tidak konsisten. Apabila orang tua merasa 
bahwa mereka perlu menggunakan otoritas, maka konsistensi di dalam 
penerapannya akan memberikan kesempatan yang lebih banyak pada 
anak untuk mengenali tingkah laku mana yang baik atau tidak baik.  
Terlihat jelas bahwa orang tua yang memiliki masalah berat dalam 
hubungannya dengan anak-anak mereka adalah orang-orang yang 
memiliki konsep-konsep yang sangat kuat dan kaku mengenai apa yang 
benar dan apa yang salah. Semakin yakin orang tua atas kebenaran nilai-
nilai dan keyakinan mereka, semakin cenderung orang tua itu 
memaksakannya pada anak mereka. Orang tua semacam itu biasanya 
juga cenderung untuk tidak dapat menerima tingkah laku yang 
nampaknya menyimpang dari nilai-nilai dan keyakinan mereka.  
Kematangan emosional orang tua sangatlah mempengaruhi 
keadaan perkembangan anak. Keadaan dan kematangan emosional 
orang tua mempengaruhi serta menentukan taraf pemuasan kebutuhan-
kebutuhan psikologis yang penting pada anak dalam kehidupannya dalam 
keluarga. Taraf pemuasan kebutuhan psikologis itu akan pula 
mempengaruhi dan menentukan proses pendewasaan anak tersebut. 
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Emosi orang tua yang telah mencapai kedewasaan yaitu yang telah 
mencapai kematangan akan menyebabkan perkembangan yang sehat 
pada anak-anak mereka. Sebaliknya, emosi orang tua yang belum 
mencapai taraf kedewasaan yang sungguh-sungguh yaitu orang tua yang 
secara emosional belum stabil akan menimbulkan kesukaran-kesukaran 
dalam usaha anak-anak itu untuk mendewasakan diri secara emosional 
atau membebaskan dirinya secara emosional dari orang tua.  
Ketidakmatangan emosional orang tua mengakibatkan perlakuan-
perlakuan orang tua yang kurang terhadap anak-anak, misalnya sangat 
menguasai anak secara otokratis dan memperlakukan anak dengan 
keras. Kalau orang tua bereaksi terhadap emosi negatif anak dengan 
emosi negatif pula, tidak akan membuat anak merasa aman untuk 
mengekspresikan emosinya. Emosi orang tua yang kuat membuat anak 
takut sehingga mereka menjadi tidak peka terhadap perasaan-
perasaannya karena baginya tidak aman mengekspresikan perasaannya 
itu. Menciptakan kesempatan yang aman bagi anak-anak untuk 
mengekspresikan dan merasakan kemarahan, kesedihan, ketakutan 
menghubungkan kembali anak-anak dengan kebutuhan dasar dalam diri 
mereka akan cinta orang tua. (Lianny Solihin : 2004:136) 
Versi yang lebih lengkap seorang pemerhati masalah anak dari 
Malaysia yakni Siti Fatimah (1992) mengungkapkan setidaknya terdapat 6 
kondisi yang menjadi faktor pendorong atau penyebab terjadinya 
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kekerasan atau pelanggaran dalam keluarga yang dilakukan terhadap 
anak-anak, yaitu: 
1. Faktor ekonomi. Kemiskinan yang dihadapi sebuah keluarga sering 
keluarga membawa keluarga tersebut pada situasi kekecewaan 
yang pada gilirannya menimbulkan kekerasan. Hal ini biasanya 
terjadi pada keluarga-keluarga dengan anggota yang sangat besar. 
Problematika finansial keluarga yang memprihatinkan atau kondisi 
keterbatasan ekonomi dapat menciptakan berbagai macam 
masalah, baik dalam hal pemenuhan kebutuhan sehari-hari, 
pendidikan, kesehatan, pembelian pakaian, pembayaran sewa 
rumah yang kesemuanya secara relatif dapat mempengaruhi jiwa 
dan tekanan yang sering kali akhirnya dilampiaskan terhadap 
anak-anak. 
2. Masalah keluarga. Hal ini lebih mengacu pada situasi keluarga 
khususnya hubungan orang tua yang kurang harmonis. Seorang 
ayah akan sanggup melakukan kekerasan terhadap anak-anaknya 
semata-mata sebagai pelampiasan atau upaya untuk pelepasan 
rasa jengkel dan marahnya terhadap istri. Sikap orang tua yang 
tidak menyukai anak-anak, pemarah dan tidak mampu 
mengendalikan emosi juga dapat menyebabkan terjadinya 
kekerasan pada anak-anak. Bagi orang tua yang memiliki anak-
anak yang bermasalah seperti: cacat fisik atau mental (idiot) 
acapkali kurang dapat mengendalikan kesabarannya waktu 
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menjaga atau mengsuh anak-anak mereka, sehingga mereka juga 
merasa terbebani atas kehadiran anak-anak tersebut dan tidak 
jarang orang tua menjadi kecewa dan merasa frustasi. 
3. Faktor perceraian. Perceraian dapat menimbulkan problematika 
kerumahtanggaan seperti persoalan hak pemeliharaan anak, 
pemberian kasih sayang, pemberian nafkah dan sebagainya. 
Akibat perceraian juga akan dirasakan oleh anak-anak terutama 
ketika orang tua mereka menikah lagi dan anak harus dirawat oleh 
ayah atau ibu tiri. Dalam banyak kasus tindakan kekerasan tidak 
jarang dilakukan oleh pihak ayah atau ibu tiri tersebut. 
4. Kelahiran anak di luar nikah. Tidak jarang sebagai akibat adanya 
kelahiran di luar nikah menimbulkan masalah diantara kedua orang 
tua anak. Belum lagi jika melibatkan pihak keluarga dari pasangan 
tersebut. Akibatnya anak akan banyak menerima perlakuan yang 
tidak menguntungkan seperti ; anak merasa disingkirkan, harus 
menerima perilaku diskriminatif, tersisih atau disisihkan oleh 
keluarga bahkan harus menerima perilaku yang tidak adil dan 
bentuk kekerasan lainnya. 
5. Menyangkut permasalahan jiwa atau psikologis. Dalam berbagai 
kajian psikologis disebutkan bahwa orang tua yang melakukan 
tindak kekerasan atau penganiayaan terhadap anak-anak adalah 
mereka yang memiliki problem psikologis. Mereka senantiasa 
berada dalam situasi kecemasan (anxiety) dan tertekan akibat 
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mengalami depresi atau stres. Secara tipologis ciri-ciri psikologis 
yang menandai situasi tersebut antara lain ; adanya perasaan 
rendah diri, harapan terhadap anak yang tidak realistis, harapan 
yang bertolak belakang dengan kondisinya dan kurangnya 
pengetahuan tentang bagaimana cara mengasuh anak yang baik. 
6. Faktor Pendidikan. Adapun faktor terakhir atas terjadinya 
kekerasan atau pelanggaran terhadap hak-hak anak adalah tidak 
dimilikinya pendidikan atau pengatuhuan religi yang memadai. 
Dalam sebuah model yang disebut “The Abusive Environment 
model”, Ismail (1995) mnjelaskan bahwa faktor penyebab terjadinya 
kekerasan terhadap anak-anak sesungguhnya dapat ditinjau dari tiga 
aspek, yaitu: 
1. Aspek kondisi sang anak sendiri. Kekerasan dan pelanggaran 
terhadap hak-hak anak dapat terjadi karena faktor pada anak 
seperti : anak yang mengalami kelahiran prematur, anak yang 
mengalami sakit sehingga mendatangkan masalah, hubungan 
yang tidak harmonis sehingga mempengaruhi watak, adanya 
proses kehamilan atau kelahiran yang sulit, kehadiran anak yang 
tidak dikehendaki, anak yang mengalami cacat baik mental 
maupun fisik, anak yang sulit diatur sikapnya dan anak yang 
meminta perhatian khusus. 
2. Faktor pada orang tua meliputi: pernah atau tidak orang tua 
mengalami kekerasan atau penganiayaan sewaktu kecil, 
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menganggur atau karena pendapatan tidak mencukupi, pecandu 
narkotika atau peminum alkohol, pengasingan sosial atau 
dikucilkan, waktu senggang yang terbatas, karakter pribadi yang 
belum matang, mengalami gangguan emosi atau kekacauan urat 
syaraf yang lain, mengidap penyakit jiwa, sering kali menderita 
gangguan kepribadian, berusia terlalu muda, sehingga belum 
matang, terutama sekali mereka yang mendapatkan anak sebelum 
serusia 20 tahun. Kebanyakan orang tua dari kelompok ini kurang 
memahami kebutuhan anak dan mengira bahwa anak dapat 
memenuhi perasaannya sendiri dan latar belakang pendidikan 
orang tua yang rendah. 
3. Karena faktor lingkungan sosial seperti ; kondisi kemiskinan dalam 
masyarakat dan tekanan nilai materialistis, kondisi sosial ekonomi 
yang rendah, adanya nilai dalam masyarakat bahwa anak 
merupakan anak milik orang tua sendiri, status wanita yang 
rendah, sistem keluarga patriakhal, nilai masyarakat yang terlalu 
individualis dan sebagainya. 
 
Sesungguhnya panjang sekali daftar kekerasan yang mengancam 
anak. Tidak jarang terhadap mereka yang berdiam di kota-kota besar, tapi 
juga pelosok kampung. Tidak hanya terhadap anak miskin-jelata, tapi juga 
anak kaum yang mampu. Dilakukan oleh keluarga, masyarakat, dan 
negara yang nyaris tak pernah memperdulikan kepentingan anak, pemilik 
masa depan. 
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Sementara itu, sistem pencegahan, perlindungan dan 
penanggulangan hampir tidak ada sama sekali. Bahkan banyak 
kekerasan yang menimpa anak-anak tak terjangkau oleh hukum dengan 
alasan kultural (tradisi), privasi atau interest politik; selain memang hukum 
sendiri tidak mengaturnya. Maka merebaklah impunity (kejahatan tanpa 
hukuman), yang memungkinkan kekejaman bisa terus berlangsung. 
Negara dalam hal ini telah melakukan tindakan pembiaran (act of 
ommision) yang memungkinkan pelaku bebas dari tuntutan hukum. 
Kekerasan terhadap anak seolah-olah menjadi ritus dan 
penderitaan getir yang tak berujung harus ditelan begitu saja oleh anak-
anak polos tak berdaya itu, kesakitan, kesedihan, kesepian, kekecewaan 
dan kemarahan mereka, tak urung dalam berbagai gradasi menimbulkan 
gangguan psikis seperti stress, pobia atau trauma yang merusak 
kepercayaan terhadap diri sendiri dan orang lain. 
Kemiskinan, keterbelakangan, dan ketidakadilan sosial tampaknya 
menjadi faktor yang disignifikasikan melatarbekangi suburnya tindak 
kekerasan terhadap anak. Sesungguhnya, Rosseau dalam bukunya 
Encyclopedia lebih dua abad yang lalu telah mengidentifikasi 
kesengsaraan sebagai ibu dari segala kejahatan. Kemiskinan yang 
membelenggu secara struktural menyebabkan anak terpaksa mengubur 
keceriaan dan impiannya dengan bekerja, melakukan apa saja. Dan 
menerima kekerasan bagai takdir yang tak terelakan. Menyerahkan hidup 
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yang hanya sekali dan mungkin pendek, justru untuk mempertahankan 
hidup sial itu sendiri.  
Selain kemiskinan, faktor ketidakpedulian atau ketidaktahuan akan 
hak-hak anak erat pula hubungannya dengan terjadinya kekerasan 
terhadap anak. Anak-anak lumrah dianggap sebagai objek, tumpuan 
obsesi dan ambisi, budak, beban, mainan perhiasan, atau alat bagi rezim 
orang tua atau manusia dewasa. Padahal sebagaimana orang dewasa, 
anakpun memiliki hak yang harus diakui, dihormati dan dilindungi. 
Menurut Suharto, kekerasan terhadap anak umumnya disebabkan 
oleh faktor internal yang berasal dari anak sendiri maupun faktor eksternal 
yang berasal dari kondisi keluarga dan masyarakat, seperti: 
1. Anak mengalami cacat tubuh, retardasi mental, gangguan tingkah 
laku, autisme, anak terlalu lugu, memeiliki tempramen lemah, 
ketidaktahuan anak terhadap hak-haknya, anak terlalu bergantung 
kepada orang dewasa. 
2. Kemiskinan keluarga, orang tua menganggur, penghasilan tidak 
cukup, banyak anak. 
3. Keluarga tunggal atau keluarga pecah (broken home), misalnya 
perceraian, ketiadaan ibu untuk jangka panjang atau keluarga 
tanpa ayah dan ibu tidak mampu memenuhi kebutuhan anak 
secara ekonomi. 
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4. Keluarga yang belum matang secara psikologis, ketidaktahuan 
mendidik anak, harapan orang tua yang tidak realistis, anak yang 
tidak diinginkan (unwanted child), anak yang lahir diluar nikah. 
5. Penyakit parah atau gangguan mental pada salah satu atau kedua 
orang tua, misalnya tidak mampu merawat dan mengasuh anak 
karena gangguan emosional dan depresi. 
6. Sejarah penelantaran anak. Orang tua semasa kecilnya mengalami 
perlakuan salah cenderung memperlakukan salah anak-anaknya. 
7. Kondisi lingkungan sosial yang buruk, pemukiman kumuh, 
tergusurnya tempat bermain anak, sikap acuh tak acuh terhadap 
tindakan eksploitasi, pandangan terhadap nilai anak yang terlalu 
rendah, meningkatnya paham ekonomi upah, lemahnya perangkat 
hukum, tidak adanya mekanisme kontrol sosial yang stabil. 
Menurut Heddy Shri Ahimsa Putra dalam penelitiannya di 6 (enam) 
kota di Indonesia yaitu Kupang, Palembang, Medan, Semarang, 
Surabaya dan Makasar yang didasarkan pada tingginya statiska 
kekerasan terhadap anak yang relatif tinggi di kota-kota tersebut. 
Mengambil kesimpulan bahwa latar belakang terjadinya tindak kekerasan 
terhadap anak di Indonesia adalah: (Edy Ikhsan (ed), 2001 : 6) 
1.  Masalah gender 
2. Hubungan anak dengan orang tua. Anak harus patuh terhadap 
orang tua. Batas antara memberikan tindakan disiplin atau 
melampiaskan kejengkelan sangat tipis sekali. 
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3. Kemiskinan. 
4. Lingkungan pendidikan yang melahirkan bias. Penyalahgunaan 
peran guru di hadapan murid. Anak dihukum melebihi kepentingan 
dengan alasan yang tidak jelas. 
5. Kekerasan di tempat umum. Persepsi negara anak jalanan pasti 
nakal. Atas nama Sapta Pesona tidak diperbolehkan berada di 
jalanan. 
6. Tidak ada perlindungan hukum. 
7. Kontrol sosial yang rendah. 
8. Konflik antar komunitas. 
 Setelah melakukan penelitian mengenai penganiayaan oleh anak, 
penulis juga melakukan penelitian berbasis wawancara pada 
kapolrestabes Kota Makassar. Hal ini diperlukan dengan pengayaan 
wacana mengenai kasus yang diteliti. Dalam wawancara yang dilakukan 
oleh peneliti pada polrestabes Kota Makassar dilakukan pada tanggal 4 
April 2016 di Kapolrestabes Kota Makassar, Pukul 13.30., penulis 
menyimpulkan terdapar 4 faktor-faktor yang mempengaruhi penganiayaan 
oleh anak terhadap anak yang terjadi di Kota Makassar. Keempat faktor 
tersebut antara lain; faktor mental anak tersebut, faktor orangtua, faktor 





NO Jenis Kejahatan 
Tahun 
Jumlah 
2011 2012 2013 
1 Pencurian 8 9 12 29 
2 Senjata Tajam 5 8 9 23 
3 Penadahan 1 1 2 4 
4 Penganiayaan 8 6 10 24 
5 Pembunuhan 1 - 1 2 
6 Pengrusakan 2 4 6 12 
Sumber : POLRESTABES Makassar 
Kejahatan yang dilakukan oleh Anak dalam konteks penganiayaan 
berdasarkan data diatas 23 kasus, sedangkan data dari KPAI 
meneyebutkan bahwa Pada tahun 2014, tercatat 67 kasus anak yang 
menjadi pelaku kekerasan.Sementara pada tahun 2015, menjadi 79 
kasus. Selain itu, anak sebagai pelaku tawuran mengalami kenaikan dari 
46 kasus di tahun 2014 menjadi 103 kasus di tahun 2015 
(http://www.tribunnews.com/nasional/2015/12/30/kpai-catat-tren-anak-
sebagai-pelaku-kekerasan-meningkat)  
 Seperti yang dikatakan sebelumnya bahwa Faktor mental seorang 
anak adalah faktor utama mengapa seorang anak dapat melakukan 
penganiayaan terhadap anak lainnya. Seorang anak yang berkembang 
dengan mental yang terganggu, berpotensi besar mengekspresikan 
ganguannya mentalnya dengan menggangu secara fisik dan mental anak 
lainnya. Hal ini dalam psikologi disebut dengan mental disorder.  
 Faktor orangtua, atau pendidikan dari orangtua, baik orangtua 
yang ada di rumah, maupun orangtua yang ada di sekolah, dalam hal ini 
seorang guru, merupakan salah satu penyebab mengapa seorang anak 
melakukan penganiayaan terhadap anak lainnya. Jika tidak ada 
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keteladanan yang diberikan dalam didikan seorang orangtua, maka anak 
dengan bebas mengungkapkan kehendaknya sebebas-bebasnya tanpa 
batasan nilai agama, moral, maupun hukum. 
 Faktor ekonomi. Desakan finansial yang melanda suatu rumah 
tangga berimbas pada frustasi seorang anak karena tidak dapat 
memenuhi keinginan atau bahkan kebutuhan hidupnya. Walhasil, 
menganiaya anak lain dianggap sebagai jalan pintas bagi proses 
pemenuhan keinginan dan kebutuhan anak tersebut. 
 Faktor lingkungan. Lingkungan rumah tangga, lingkungan sekolah, 
hingga lingkungan sosial lainnya dapat mempengaruhi perkembangan 
kedewasaan seorang anak. Jika lingkungannya rusak, maka 
perkembangan kedewasaan individu anak tersebut, berpotensi pula ikut 
rusak. Lingkungan sosial yang rusak tersebut merupakan lahan subur 
bagi tumbuh dan berkembangannya kejahatan penganiayaan oleh anak 
terhadap anak lainnya. 
 
B.  Upaya Penanggulangan yang Dilakukan oleh Aparat Kepolisian 
terhadap Kejahatan Penganiayaan oleh Anak terhadap Anak. 
Di  dalam  penyelesaianya  pihak  kepolisian  khususnya  unit  yang 
menangani masalah anak yakni Sat Reskrim polrestabes Makassar 
mengacu pada Undang-undang tentang perlindungan anak serta tidak 
mengesampingkan KUHP dan KUHAP sebagai acuan dalam menentukan 
bisa dipidana atau tidak seorang pelaku tindak pidana, yang dalam hal ini 
adalah seorang anak. Proses penyelesaian yang dilakukan oleh pihak 
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kepolisian dalam hal kasus tindak pidana penganiayaan dan tindak 
pidana lain yang dilakukan oleh anak dibagi menjadi 2 yakni : (wawancara 
dilakukan dengan AKBP Noviana, Kasat Reskrim Polrestabes Makassar 
Pada tanggal 4 April 2016, pukul 13.30.) 
a. Secara Non Penal 
Di dalam proses penyelesaian ini polrestabes Makassar menerima 
pengaduan dari pihak korban. Kemudian setelah menerima pengadua, 
oleh pihak polrestabes Makassar segera menindak lanjuti dengan 
melakukan penyelidikan terhadap laporan tersebut. Setelah itu pihak 
polrestabes Makassar segera melakukan penyidikan terhadap pelaku 
yang diduga telah melakukan tindak pidana. Di dalam proses ini pihak 
polrestabes Makassar akan menawarkan upaya diversi atau damai 
sehingga perkara tersebut tidak sampai ke pengadilan. 
b. Secara Penal 
Proses penyelesaian yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah 
melakukan penyelidikan terhadap kasus yang dilaporkan kepada pihak 
kepolisian setelah itu pihak kepolisian akan menindaklanjuti perkara 
tersebut dengan memanggil pelaku untuk melakukan penyidikan sehingga 
menemukan bukti-bukti yang kuat untuk dilanjutkan penuntutan. 
Penahanan terhadap anak, apabila terpaksa diambil, dilakukan dibawah 
perlindungan. Penahanan dilaksanakan menurut Undang-Undang Nomor 
3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak untuk paling lama 20 (dua puluh) 
hari. 
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Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 
bahwa penyelesaian perkara yang melibatkan pelajar anak hanya dapat 
dilakukan apabila pelaku tindak pidana telah berusia 8 (delapan) tahun. 
Jika belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, terhadap anak di 
bawah umur delapan tahun yang melakukan tindak pidana akan 
mendapat pembinaan dan dikembalikan pada orang tua/wali. 
Selain penyelesaian perkara secara non penal dan penal, terdapat 
pula penyelesaian secara nir penal oleh pihak sekolah. Upaya-upaya dari 
pihak sekolah dalam proses penyelesaian tindakan-tindakan pelanggaran 
yang dilakukan oleh pelajar terbagi dalam 3 bagian yakni: 
1. Upaya preventif adalah kegiatan yang dilakukan guna 
mencegah adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan 
oleh pelajar. 
2. Upaya Kuratif adalah upaya mengantisipasi terhadap 
pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pelajar. 
3. Upaya Pembinaan adalah upaya pembinaan terhadap para 
siswa yang melakukan pelanggaran dan telah mendapat 






A.  Kesimpulan 
Dari hasil wawancara yang kemudian diolah dalam pembahasan, 
maka penulis menarik beberapa simpul permasalahan, diantaranya; 
1. Bahwa terdapat empat faktor yang mempengaruhi terjadinya 
penganiayaan oleh anak terhadap anak di kota Makassar. Adapun 
keempat faktor tersebut ialah faktor mental, faktor orangtua, faktor 
ekonomi, dan faktor lingkungan. Faktor mental seorang anak yang 
yang terganggu berpotensi besar menciderai fisik dan mental anak 
lainnya dengan jalan kekerasan sebagai ekspresi kehendak dirinya. 
Faktor orangtua penting untuk dijadikan pendidikan keteladanan. 
Karena jika tidak ada keteladanan yang diberikan dalam didikan 
seorang orangtua, maka anak dengan bebas mengungkapkan 
kehendaknya sebebas-bebasnya tanpa batasan nilai agama, moral, 
maupun hukum. Faktor ekonomi yang melanda suatu rumah 
tangga berimbas pada frustasi seorang anak karena tidak dapat 
memenuhi keinginan atau bahkan kebutuhan hidupnya. Walhasil, 
menganiaya anak lain dianggap sebagai jalan pintas bagi proses 
pemenuhan keinginan dan kebutuhan anak tersebut. Dan terakhir 
adalah faktor lingkungan yang mempengaruhi perkembangan 
kedewasaan seorang anak. Jika lingkungannya rusak, maka 
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perkembangan kedewasaan individu anak tersebut berpotensi pula 
ikut rusak. Lingkungan sosial yang rusak tersebut merupakan lahan 
subur bagi tumbuh dan berkembangannya kejahatan penganiayaan 
oleh anak terhadap anak lainnya. 
2. Bahwa dalam  penyelesaian kejahatan penganiayaan oleh anak 
terhadap anak yang ada di Kota Makassar,  pihak  kepolisian  
khususnya  unit  yang menangani masalah anak yakni Sat Reskrim 
polrestabes Makassar mengacu pada Undang-undang tentang 
perlindungan anak, KUHP dan KUHAP. Adapun proses 
penyelesaian yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam hal kasus 
tindak pidana penganiayaan dan tindak pidana lain yang dilakukan 
oleh anak dibagi ke dalam penyelesaian penal atau melaui 
hukuman penjara dan melalui non penal serta nir penal yaitu 
melalui mediasi dan pendidikan kepada anak tersebut. 
 
B. Saran 
Dari kesimpulan yang dipaparkan di atas, maka penulis mengajukan 
beberapa saran sebagai rangkaian tindak lanjut dalam kejahatan 
penganiayaan oleh anak terhadap anak di Kota Makassar. 
Diantaranya; 
1. Agar kiranya pihak orangtua memberikan pendidikan keteladanan 
sejak dari rumah tangga sebagai entitas sosial terkecil. Pendidikan 
keteladanan bukanlah sekadar  memberi contoh yang baik, tetapi 
menjadi contoh yang baik itu sendiri. 
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2. Agar kiranya pihak kepolisian, pemerintah dalam hal ini Dinas 
Sosial, dan Komnas Perlindungan Anak, serta seluruh lapisan 
masyarakat yang terkait untuk pro aktif dalam pembinaan dan 
pendidikan anak, khususnya bagi anak yang berpotensi dan telah 
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